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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor  100/Pdt.P/2018/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh pada pelayanan sidang terpadu yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  Permohonan  Pengesahan  Nikah  pada

tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis telah  menjatuhkan  penetapan

sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh: 

Bursiman bin Burhan, tanggal lahir 16 Juli 1959, agama  Islam, pendidikan

SD  pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  di  Jorong  Nagari  Gadang,

Nagari  Sariak  Laweh,  Kecamatan Akabiluru,  Kabupaten Limapuluh

Kota, sebagai Pemohon I;

Lamsiar  binti  Arifin, tanggal  lahir  03  November  1959,  agama   Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal

di  Jorong  Nagari  Gadang,  Nagari  Sariak  Laweh,  Kecamatan

Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat

permohonannya  tanggal  09  Agustus  2018,  telah  mengajukan  permohonan

pengesahan nikah, yang telah didaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama

Payakumbuh dengan  Nomor  100/Pdt.P/2018/PA.Pyk,  tanggal  10  Agustus

2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa,  Pemohon  I  telah  menikah  dengan  Pemohon  II  dan  pernikahan

tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1979 di Mesjid Al Muwahidin

di  Jorong  Nagari  Gadang,  Nagari  Sariak  Laweh,  Kecamatan  Akabiluru,

Kabupaten  Limapuluh  Kota,  yang  menjadi  wali  nikahnya  adalah  ayah
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kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Arifin,  dihadapan  Penghulu  yang

bernama Ongku Ndaro, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang

saksi  yaitu  Hasan  Basri  dan  Bakri  dengan  mahar  berupa  berupa  uang

sebesar Seribu Lima ratus Rupiah dibayar tunai;

2. Bahwa,  dari  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tersebut  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Elmi binti Bursiman, lahir tanggal 01 Januari 1980;

2. Arius Eky bin Bursiman, lahir tanggal 09 November 1989;

3. Bahwa,  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  dilaksanakan

menurut  hukum syarak dan tidak ada masyarakat  yang menggugat atau

yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I  dengan Pemohon II

tersebut; 

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama

merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa,  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  halangan  untuk

menikah  baik  menurut  hukum  syarak,  hukum  adat  dan  peraturan  yang

berlaku;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II  belum memiliki

bukti  pernikahan,  setelah  diusahakan  mengurusnya  ke  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Akabiluru,  Kabupaten  Limapuluh  Kota  rupanya

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte Kelahiran anak Pemohon I

dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  sanggup menanggung segala biaya

yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim

Pengadilan  Agama tersebut  untuk  menetapkan hari  persidangan  perkara  ini
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dengan  memanggil  pihak-pihak  berperkara  dan  selanjutnya  menjatuhkan

penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang

dilaksanakan  pada  tanggal  17  Januari  1979  di  Jorong  Nagari  Gadang,

Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat  lain mohon penetapan yang seadil-

adilnya;

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis yang  menyidangkan  perkara  ini,

Jurusita  Pengadilan  Agama Payakumbuh  telah  mengumumkan  permohonan

Pengesahan  Nikah  tersebut  pada  tanggal  10  Agustus  2018 di  papan

pengumuman  Pengadilan  Agama  Payakumbuh  selama  14  hari  sejak  hari

sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa

tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon

II  tidak  datang menghadap ke  muka sidang dan tidak  menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil

secara resmi dan patut  melalui pengumuman sidang isbat nikah pada Kantor

Kelurahan  setempat,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu

disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pengesahan  nikah  ini  telah  diajukan

sesuai ketentuan Pasal 49  huruf  a Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
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Agama  jo.  Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan

Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

diumumkan  pada  papan  pengumuman  Pengadilan  Agama  Payakumbuh

tanggal  10 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai

dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama

Buku II  Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang

mengajukan  keberatan  terhadap  permohonan  tersebut,  karena  itu  majelis

hakim melanjutkan pemeriksaan   perkara ini;

Menimbang,  bahwa karena ternyata  Pemohon I dan  Pemohon II telah

dipanggil  dengan  resmi  dan  sah melalui  pengumuman  pada  papan

pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tidak datang menghadap dan

tidak pula  menyuruh  orang lain  untuk  datang menghadap sebagai  wakilnya

serta  tidak  ternyata  pula  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  sesuatu

halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka

permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai

dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 Tentang  Peradilan

Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-

dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah  ditetapkan  dalam  sidang  Hakim  Tunggal  Pengadilan

Agama  Payakumbuh pada  hari  Kamis tanggal  6  September  2018 M

bertepatan  dengan tanggal  25  Zulhijjah 1439  H,  oleh  Anneka Yosihilma,
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SH. MH. sebagai Hakim Tunggal   dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada

hari  itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  didampingi  Wartinas

sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti, Hakim, 

Wartinas Anneka Yosihilma, SH. MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. Biaya Leges : Rp 3.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
5 Redaksi : Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp. 94.000,00
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